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Abstract: Public drug management is purposed to ensure availability of quality drug with proper type 
and quantity, distributed well and orderly. Recent problem of public drug management is the level of drug 
availability which has not been suitable with the health care need since inadequate supply still occur in one 

drug management and to identify public drug management function. This is an observational using cross 
sectional data collection method, presented descriptively in District Pharmacy Installation and descriptive 

packing and maintenance funds which is not evenly distributed, staff education which have not met the 
required need, governance which were not yet performed and drug management facility/ tools which 
were partially incomplete. The description of drug management are as following: drug procurement fund 
allocation of 114.02%, drug availability with disease pattern of 170.87%, planning accuracy of 114.02%, 
essential drug of 70.16%, generic drug of 87.87%,drug procurement has not been met all contract books 
of 77.00%, drug availability of  75.75%, broken and expired drug of 7.01%, drug vacant time mean of 
0.37%, drug distribution accuracy of 57.68% and distributed drug deviation of 17.30%. 

Keywords: Drug Management, Drug Public.

Abstrak: Pengelolaan obat publik bertujuan untuk menjamin tersedianya obat bermutu dengan jenis dan 
jumlah yang tepat, tersebar secara merata dan teratur. Masalah pengelolaan obat publik saat ini adalah 
tingkat ketersediaan obat masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan karena masih terjadi 
kekosongan obat di satu sisi dan terjadi kelebihan obat di sisi yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat publik dan mengetahui fungsi pengelolaan 
obat publik. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode pengumpulan data cross 
sectional, dilakukan di Instalasi Farmasi Kabupaten bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat publik meliputi: dana pengepakan dan pemeliharaan 
yang belum merata, pendidikan staf belum memenuhi ketentuan, tata kelola belum dilaksanakan dan 
sarana pengelolaan obat sebagian belum lengkap. Gambaran tentang pengelolaan obat sebagai berikut: 
ketepatan perencanaan 114,02%, ketersediaan obat dengan pola penyakit 170,87%, obat esensial 70,16% 
dan obat generik 87,87%, pengadaan obat belum seluruh sesuai buku kontrak 77,00%, ketersediaan obat 
75,75%, obat rusak atau kadaluarsa 7,01% dan obat kosong 0,37%, ketepatan distribusi 57,68% dan 
penyimpangan jumlah obat yang didistribusikan 17,30%. 

Kata kunci: Pengelolaan obat, obat publik.
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secara merata dengan jenis dan jumlah yang sesuai 
dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi 
masyarakat yang membutuhkan di Unit Pelayanan 
Kesehatan(7).

Masalah pengelolaan obat publik di Instalasi 

disebabkan oleh perencanaan belum menerapkan 
konsep obat esensial dan belum mencerminkan 
kebutuhan riil obat, realisasi pengadaan yang tidak 
mencapai 100% menyebabkan tingkat ketersediaan 
obat terganggu dan terjadi kekosongan (stock out). 
Masalah pengelolaan obat tersebut dipengaruhi oleh 
faktor yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten yang 

  ,naalolegnep nad naaadagnep anad nakaideynem
Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota sendiri yang 
menyediakan informasi kegiatan pengelolaan obat 
yang dilakukannya, Puskesmas sebagai ujung tombak 
pelayanan kesehatan yang memberikan informasi 
pemakaian obat dan jenis penyakit, pemasok 
menentukan masuknya obat ke Instalasi Farmasi 
Kabupaten, dan jumlah masyarakat yang memerlukan 
obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
yang mempengaruhi pengelolaan obat publik dan 
mengetahui fungsi pengelolaan obat publik.

BAHAN DAN METODE

BAHAN. Sampel adalah 4 Instalasi Farmasi 
Kabupaten di wilayah Papua, yaitu Kabupaten Asmat, 
Mappi, Merauke dan Boven Digoel.

METODE. Pengumpulan Data. Penelitian 
observasional dengan menggunakan metode 
pengumpulan data cross sectional, dilakukan 
dalam bulan Februari-April 2014 di 4 Kabupaten di 
wilayah Papua Selatan. Data dikumpulkan dengan 
cara kuesioner diikuti dengan wawancara mendalam 
dengan kepala Instalasi Farmasi Kabupaten dan 
observation list tentang faktor dana, personel, 
tata kelola, sarana dan informasi obat yang ada di 
Instalasi Farmasi Kabupaten, informasi obat, jenis 
dan jumlah penyakit di Unit Pelayanan Kesehatan, 
lead time yang digunakan oleh pemasok obat dan 
informasi jumlah penduduk dan kunjungan resep dan 
pengelolaan (perencanaan, pengadaan, penyimpanan 
dan disttibusi) obat.

Indikator Pengelolaan Obat. Adapun indikator 
pengelolaan obat yang diukur meliputi: dana 
pengadaan obat, biaya obat per penduduk, biaya 
obat per kunjungan resep, persentase alokasi dana 
pengadaan obat, kesesuaian obat dengan pola 
penyakit, ketepatan perencanaan, pengadaan obat 
esensial, pengadaan obat generik, kesesuaian obat 
dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), 
kesesuian permintaan obat, tingkat ketersediaan obat, 

PENDAHULUAN

OBAT adalah bahan atau paduan bahan termasuk 
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi 

dalam rangka penepatan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan 
dan kontrasepsi untuk manusia(1). Kandungan bahan 

kerja yang berbeda-beda serta merupakan karakteristik 
tersendiri dari masing-masing obat. 

oleh kelembaban, sinar matahari, temperatur maupun 

tersebut dan menurunkan mutu obat. Obat harus 
memenuhi standar mutu (quality), keamanan (safety) 
dan khasiat ( ) yang sesuai dengan peraturan 
obat yang ada(2). Mutu obat merupakan hal yang 
penting untuk dijamin dalam rangka mewujudkan 
keberhasilan terapi dengan obat. Penjaminan 
mutu obat merupakan tujuan dalam mewujudkan 
keberhasilan terapi supaya obat yang diperoleh pasien 
aman (safe), efektif (effective) dan dapat diterima 
(acceptable)(3).

Obat merupakan kebutuhan dasar manusia, 
sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai 
komoditas ekonomi semata(4). Selain itu, obat 
merupakan komponen esensial pada pelayanan 
kesehatan(5), sehingga Kementerian Kesehatan perlu 
membentuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan. Direktorat Jenderal ini mempunyai 
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian 
dan alat kesehatan. Berdasarkan pentingnya obat 
tersebut dalam bidang kesehatan maka obat perlu 
dikelola dengan baik. 

Pengelolaan obat merupakan pelaksanaan 
manajemen obat. Prinsip manajemen tersebut 
merupakan pegangan untuk terselenggaranya fungsi 
pengelolaan obat dengan baik. Di dalam pengelolaan 
obat, fungsi manajemen merupakan siklus kegiatan 
yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan(6). 

Ruang lingkup pengelolaan obat publik di 
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota secara keseluruhan 
mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 
distribusi, pengendalian penggunaan, pencatatan, 
pelaporan, supervisi dan evaluasi(5). Keempat kegiatan 
pertama pengelolaan obat merupakan kegiatan yang 
lebih banyak melibatkan institusi dan personel yang 
ada di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Tujuan 
pengelolaan obat publik di kabupaten/kota adalah 
tersedianya obat dengan mutu yang baik, tersebar 

95-101_Yohanes Wahyu Waluyo.indd   2 7/16/2015   12:45:10 AM



Vol 13, 2015         Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia  96 

persentase obat yang rusak, rata-rata hari kosong obat 
dalam 1 tahun, ketepatan waktu Laporan Pemakaian 
dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), distribusi 
obat dan persentase penyimpangan jumlah obat yang 
didistribusikan.

Analisis Data. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif dan kuantitatif.
 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat. 
Dana Pengadaan dan Pengelolaan Obat. Obat 
merupakan pendukung utama untuk hampir semua 
program kesehatan di unit pelayanan kesehatan. 
Untuk itu, ketersediaan dana pengadaan obat harus 
proporsional dengan anggaran kesehatan secara 
keseluruhan. Dana pengadaan obat telah disediakan 
oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten. Persentase 
alokasi dana pengadaan obat yang disediakan oleh 
pemerintah daerah kabupaten sebesar rata-rata 
5,01%. Alokasi dana pengadaan obat terbesar adalah 
di Kabupaten Merauke sebesar 6,6% dan terkecil 
alokasi dana pengadaan obat di Kabupaten Asmat 
sebesar 3,12% dari total dana untuk bidang kesehatan 
(Tabel 1). 

Dana pengelolan obat meliputi dana pemeliharaan, 
dana pengepakan dan dana pengiriman obat. Dana 
pemeliharaan peralatan untuk perawatan sarana 
dan prasana di Instalasi Farmasi Kabupaten hanya 
disediakan oleh Dinas Kesehatan Asmat sebesar Rp 
15.000.000,. Dana pengepakan obat untuk menjamin 
keamanan obat dari cahaya, suhu dan air yang dapat 
merusak mutu di  Instalasi Farmasi Kabupaten hanya 
disediakan oleh Dinas Kesehatan Asmat sebesar Rp 

21.000.000,- dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi 
sebesar Rp 31.050.000,-. Rata-rata dana pengiriman 
obat di keempat kabupaten rata-rata sebesar Rp 
387.107.500,-, yang terbesar dana pengelolaan 
obat di Kabupaten Asmat sebesar Rp 541.230.000,- 
dan terkecil di Kabupaten Merauke sebesar Rp 
128.000.000,-. 

Tata Kelola Instalasi Farmasi Kabupaten. Hasil 
penelitian di keempat Instalasi Farmasi Kabupaten 
tentang tata kelola Instalasi Farmasi Kabupaten yang 
meliputi struktur organisasi, desktripsi tugas dan 
Standard Operational Procedure (SOP) dipaparkan 
dalam uraian berikut. Struktur organisasi menunjukkan 
bahwa hanya 1 Instalasi Farmasi Kabupaten yang 
berstatus Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), 
sedangkan yang lain masih salah satu seksi di Dinas 
Kesehatan Kabupaten (Tabel 2). Instalasi Farmasi 
Kabupaten yang berbentuk UPTD lebih bersifat 
mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional 
tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu 
dari organisasi induknya. Lain halnya dengan yang 
berbentuk seksi di salah satu Dinas Kesehatan, selain 
berfungsi sebagai pengelola obat di kabupaten juga 
berfungsi sebagai pengawas obat, kosmetika dan 
makanan di kabupaten, melayani perijinan sarana 
kesehatan maupun tenaga kesehatan. Jelas fungsi 
tambahan ini sangat membebani tugas personel 
yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten, padahal 
untuk fungsi pengelolaan obat saja personel belum 
memenuhi persyaratan (Tabel 3), apalagi ditambah 
fungsi lain yang memperberat beban tugas di Instalasi 
Farmasi Kabupaten.

Sebagian Instalasi Farmasi Kabupaten yang sudah 
memiliki deskripsi kerja (Tabel 2). Deskripsi kerja 

No. Uraian Merauke Boven Digoel Mappi Asmat  Rata-rata  

1. Dana pengadaan obat 6,60% 5,04% 5,42% 3,12% 5,01% 

2.  Dana pemeliharaaan                          -                             -                             -              
15.000.000  

          
15.000.000  

3. Dana pengepakan             
3.000.000                           -              

31.050.000  
          

21.600,000  
          

27.825.000  

4. Dana pengiriman         
128.000.000  

        
425.000.000  

        
454.200.000  

        
541.230.000  

        
387.107.500  

 

No. Uraian 
Instalasi Farmasi Kabupaten 

Merauke B. Digoel Mappi Asmat 

1. Struktur organisasi UPTD Seksi Seksi Seksi 

2. Deskripsi tugas Tidak  Ada Ada Tidak  

3. SOP Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  

 

Tabel 1. Dana di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.

Tabel 2. Tata kelola di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.
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Pendidikan Personel. Personel yang bekerja di 
Instalasi Farmasi Kabupaten sebagai pengelola obat, 
seluruhnya sudah berpendidikan apoteker, tetapi 
personel lain hanya sebagai penanggung jawab kegiatan 
atau staf. Dari 4 wilayah kabupaten yang diteliti, hanya 
Instalasi Farmasi Kabupaten Boven Digoel yang sudah 
memenuhi ketentuan dan lainnya belum memenuhi 
ketentuan. Ketentuan pendidikan pengelola obat di 
Instalasi Farmasi Kabupaten,  ini sudah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Nomor 51 Indonesia 
tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam 
peraturan tersebut dijelaskan bahwa perkerjaan 
kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi 
dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan. Ketidaksanggupan Dinas Kesehatan 
Kabupaten memenuhi syarat pendidikan personel di 
Instalasi Farmasi Kabupaten karena tidak tersedia 
personel yang memenuhi syarat. Tidak sesuainya 
tingkat pendidikan akan mengakibatkan pengelolaan 
obat tidak berjalan dengan semestinya dan tujuan 
organisasi sulit tercapai (Tabel 3).

Kualitas Pengelola Obat. Kelancaran dan 
keberhasilan tugas pengelolaan obat di Instalasi 
Farmasi Kabupaten sangat didukung kualitas pengelola 
obat. Kualitas pengelola obat perlu ditingkatkan salah 
satunya dengan pelatihan. Personel pengelola maupun 
staf belum semua mengikuti pelatihan pengelolaan 
obat. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan 

yang jelas mutlak diperlukan untuk melakukan tugas 
denganbaik. Deskripsi kerja yang  jelas harus diikuti 
dengan pelaksanaan. Deskripsi kerja yang tidak ditulis 
secara jelas mengakibatkan personel tidak tahu tugas 
atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dan sering 
terjadi perangkapan jabatan oleh personel. 

Keempat Instalasi Farmasi Kabupaten belum 
membuat dan menerapkan Prosedur tetap atau 
sering disebut Standar Operational Procedure 
(SOP). SOP dibuat agar pengelolaan obat berjalan 
efektif dan efisien. SOP mendeskripsikan lebih 
rinci tentang langkah-langkah yang harus dikaukan 
seseorang dalam alur kegiatan tertentu dalam 
organisasi, tidak hanya berkaitan dengan tugas dan 
tanggung jawabnya secara deskriptif dan mandiri, 
tetapi juga hubungannya dengan fungsi-fungsi dari 
anggota ornganisasi lainnya(8). SOP yang tidak 
dibuat oleh pengelola obat di Instalasi Farmasi 
Kabupaten menyebabkan tidak terlaksananya proses 
pengelolaan obat yang memenuhi standard. Terkait 
dengan pentingnya SOP dalam penyelenggaraan 
adminitrasi pemerintah, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah 
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menpan No. 
35 tahun 2012 tentang Penyusunan SOP Pemerintah. 
Peraturan ini mengamatkan perlunya penyusunan SOP 
dalam proses penyelenggaraan pemerintah sebagai 
agenda pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh 
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

No. Jabatan 
Instalasi Farmasi Kabupaten 

Merauke Boven Digoel Mappi Asmat 

1. Kepala Apoteker Apoteker Apoteker Apoteker 

2. Pendistribusian dan penyimpanan  D3 Farmasi  SAA   SMU  Apoteker 

3. Evaluasi, pencatatan dan perencanaan  SMU   D3 Farmasi  S1 Farmasi  S1 Farmasi 

4. Penyedia informasi dan monitoring  SMU   Apoteker   S1 Lain   S1 Lain  

5. Administrasi  SMU   S1  Lain   SMU   SMU  

6. Bendahara  Apoteker   S1  Lain   SMP   SMU  

7. Staf   SMU (2)  SMU (2)  SD    SMU (3) 

 

Tabel 3. Pendidikan personel di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.

No. Uraian 

Instalasi Farmasi Kabupaten 

Merauke Boven Digoel Mappi Asmat 

 Ya   Tidak   Ya   Tidak   Ya   Tidak   Ya   Tidak  

1. Kepala - 1 1 - 1 - 1 - 

2. Staf 3 4 3 4 2 4 3 5 

  Jumlah 3 5 4 4 3 4 4 5 

 

Tabel 4.  Pelatihan personel di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.
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jangka pendek yang mempergunakan prosedur 
sistematis dan terorganisasi. Pelatihan diharapkan 

dapat mendukung organisasi dan tujuan organisasi, 
seperti keefektifan, distribusi barang dan pelayanan 

kualitas dan menyebabkan hubungan pribadi lebih 
efektif (Tabel 4).

Lama Kerja Personel. Lama kerja personel di 
Instalasi Farmasi Kabupaten dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya akan memberikan 
pengalaman kerja yang unik untuk tiap individu. Lama 
kerja yang cukup panjang maka aktivitas pengelolaan 
obat yang dilaksanakan akan lebih baik. Pengelola 
dan staf Instalasi Farmasi Kabupaten belum cukup 
lama bekerja di Instalasi Farmasi Kabupaten maka 
belum cukup memahami secara mendalam mengenai 
wewenang dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan 
pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten 
(Tabel 5).

Saran Pengelolaan Obat. Sarana pengelolaan 
obat belum lengkap hampir di seluruh Instalasi Farmasi 
Kabupaten. Sarana yang belum lengkap terutama 
peralataan pengamanan dan belum tersedianya 
software pengelolaan obat. Kegiatan penyimpanan 
memegang peranan penting dalam pengelolaan obat 
publik. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik 
apabila didukung oleh sarana penyimpanan yang 
memadai. Sarana yang tidak memadai menyebabkan 
penataan obat dalam penyimpanan tidak teratur dan 
tidak mematuhi kaidah penyimpan obat, sehingga 
terjadi obat rusak atau expired dalam penyimpan.

Administrasi Pengelolaan Obat. Keempat 
Instalasi Farmasi Kabupaten telah melakukan 
administrasi pengelolaan obat dengan baik, tetapi 
sebagaian besar Instlasi Farmasi kabupaten tidak 
membuat Kartu Stok Induk Obat. Data pada kartu 
stok induk digunakan sebagai: alat kendali bagi 
Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten terhadap keadaan 

untuk penyusunan laporan, perencanaan pengadaan 
dan distribusi serta pengendalian persediaan(9). Bila 
Kartu Stok Induk tidak dibuat, maka Kepala atau 

Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten sulit 
untuk memantau posisi stok obat dan sullit untuk 
membuat perencanaan secara riil. 

Unit Pelayanan Kesehatan di keempat kabupaten 
tidak ada yang membuat atau mengirimkan laporan 
secara lengkap ke Dinas Kesehatan Kabupaten. 
Ketidaklengkapan laporan yang dibuat Unit Pelayanan 
Kesehatan menunjukkan tingkat akurasi data yang 
nantinya digunakan untuk perencanaan program 
(termasuk perencanaan obat). Bila data tidak akurat 
akan menyebabkan perencanaan yang tidak akurat 
juga sehingga tidak dapat diketahui permasalahan 
sebenarnya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan. 
Tersedianya data mengenai jenis dan jumlah obat, 
penerimaan, persediaan, pengeluaran/penggunaan 
obat dan data mengenai seluruh rangkaian kegiatan 
mutasi obat, semakin meningkatan keakuratan dalam 
pengeloloaan di Instalasi Farmasi Kabupaten. 

Pemasok obat baik yang e-katalog maupun non 
e-katalog tidak ada yang dapat memenuhi seluruh 
obat yang ada dalam buku kontrak atau surat pesanan 
yang telah disepakati. Tidak tepat waktu pengiriman 
obat atau tidak dipenuhinya seluruh obat yang ada 
dalam buku kontrak atau surat pesanan ke Instalasi 
Farmasi Kabupaten dapat menyebabkan kekosongan 
obat dan stagnat obat pada waktu tertentu. Pemasok 
tidak mengirimkan obat tidak tepat waktu atau tidak 
melengkapi obat yang ada dalam buku kontrak 
atau pesanan akan menggangu ketersediaan obat di 
Instalasi Farmasi Kabupaten.

Jumlah penduduk menentukan besarnya anggaran 
untuk pengadaan obat di kabupaten, rata-rata anggaran 
pengadaan obat per kapita sebesar Rp 29.688,-(Tabel 
6). Jumlah penduduk mempengaruhi rencana anggaran 
pengadaan obat di kabupaten. Sedangkan besarnya 
anggaran per kunjungan resep Rp 29.276,- (Tabel 6). 
Jumah pasien yang meningkat atau menurun akan 
mempengaruhi penggunaan obat. Jumlah pasien 
yang datang berobat ke Puskesmas mempengaruhi 
perencanaan kebutuhan obat tiap tahunnya di tiap 
kabupaten.

Pengelolaan Obat secara Umum di Instalasi 
Farmasi Kabupaten. Hasil dari pengelolaan obat di 

No. Uraian 

Instalasi Farmasi Kabupaten 

Merauke (th) Boven Digoel (th) Mappi (th) Asmat (th) 

2-5  5-10   10> 2-5  5-10   10> 2-5  5-10   10> 2-5  5-10   10> 

1. Kepala 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 

2. Staf 6 - 1 2 5 - 2 4 - 4 3 1 

  Jumlah 7 - 1 2 6 - 2 5 - 4 4 1 

 

Tabel 5. Lama kerja personel di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.
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Papua wilayah selatan yang terdiri Instalasi Farmasi 
Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan 
Asmat dipaparkan dalam uraian berikut. Alokasi dana 
pengadaan obat yang disediakan oleh pemerintah 
daerah kabupaten pada Tabel 6 adalah sebesar rata-
rata 137,11%. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah 
daerah kabupaten telah memenuhi kebutuhan obat 
sesuai rencana kebutuhan obat di wilayahnya. 
Penyediaan dana yang memadai dari pemerintah 
sangat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan 
obat oleh masyarakat. Indikator ini memperlihatkan 
komitmen kabupaten dalam penyediaan dana 
pengadaan obat sesuai kebutuhan kabupaten. 

Kesesuaian ketersediaan obat dengan pola 
penyakit di kabupaten rata-rata sebesar 170,87%. Ini 
menunjukkan seluruh kabupaten menyediakan jenis 
obat yang berlebih dari pola penyakit yang ada di 
wilayahnya, mengakibatkan pemborosan anggaran 
dana pengadaan obat. Memperlihatkan bahwa Instalasi 
Farmasi Kabupaten masih belum menggunakan 
sebagian besar perencanaan obat di Instalasi Farmasi 
Kabupaten sesuai pola penyakit yang ada di wilayah 
kabupaten. 

Ketepatan perencanaan kebutuhan obat di 
kabupaten rata-rata sebesar 114,02%. Hal ini 
disebabkan selama ini Instalasi Farmasi Kabupaten 
merencanakan obat dengan metode konsumsi yang 
melakukan perencanaan obatberdasarkan pada 

penggunaan obat pada tahun sebelumnya, sehingga 
apabila terjadi perubahan pola penyakit, obat yang 
disediakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Kemungkinan lain adalah terbatasnya jumlah 
anggaran sehingga tidak seluruh obat direncanakan 
oleh Instalasi Farmasi Kabupaten dapat dipenuhi oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten. Ketepatan perencanaan 
kebutuhan obat kabupaten merupakan awal dari fungsi 
pengelolaan obat yang strategis. 

  nakadaid uata napmisid gnay kireneg tabo ialiN
oleh Instalasi Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada 
Tabel 6 menunjukkan  rata-rata sebesar  87,87% 
dari total nilai obat yang disimpan atau dana obat 
yang disediakan. Penerapan obat generik harus 
dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus 
di semua Unit Pelayanan Kesehatan. Hal ini sejalan 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban 
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan 
Milik Pemerintah, maka hanya obat generik saja yang 
diperbolehkan tersedia di pelayanan kesehatan milik 
pemerintah termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) milik daerah. 

Nilai obat esensial yang disimpan di Instalasi 
Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 6, 
menunjukkan  rata-rata sebesar 70,16% dari total 
nilai obat yang disimpan. Kesesuaian jenis obat 
yang tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten bila 

No. Uraian Merauke Boven Digoel Mappi Asmat Rata-rata 
1. Dana pengadaan obat 6,60% 5,04% 5,42% 3,12% 5,01% 

2. Biaya obat per penduduk (Rp)            
21.470  

          
46.442  

           
40.073  

            
28.209  

            
29.688  

3. Biaya obat per kunjungan resep (Rp)            
11.790  

          
23.508  

           
18.928  

            
62.878  

            
29.276  

4. Alokasi dana pengadaan obat 114,29% 136,47% 128,54% 275,69% 137,11% 

5. Obat dengan pola penyakit 196,06% 192,91% 136,22% 158,27% 170,87% 

6. Ketepatan perencanaan 109,20% 147,46% 132,74% 66,69% 114,02% 

7. Obat esensial 79,01% 57,65% 77,10% 66,89% 70,16% 

8. Obat generik 95,89% 75,09% 99,08% 81,43% 87,87% 

9. Iem obat dengan DOEN 49,40% 52,65% 77,01% 66,89% 57,81% 

10. Kesesuaian permintaan obat 69,00% 68,00% 88,00% 89,00% 77,00% 

11. Tingkat ketersediaan obat 75,53% 75,00% 75,53% 76,92% 75,75% 

12. Obat rusak atau kadaluarsa 5,93% 7,68% 7,54% 7,27% 7,01% 

13. Waktu kekosongan obat 0 0 0,68% 0,81% 0,37% 

14. Ketepan waktu LPLPO 92,86% 65,87% 99,36% 100% 89,52% 

15. Distribusi obat 33,33% 42,86% 54,55% 100% 57,68% 

16. Penyimpangan jumlah obat ditribusi 38,38% 1,89% 28,30% 0,63% 17,30% 

 

Tabel 6. Indikator pengelolaan obat di 4 Instalasi Farmasi Kabupaten wilayah Papua Selatan tahun 2014.
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dibandingkan dengan jenis obat esensial yang ada pada 
DOEN tahun 2013 rata-rata sebesar 57,81%. Seluruh 
Instalasi Farmasi Kabupaten selain menyediakan 
obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar untuk 
Puskesmas, juga menyediakan obat esensial lanjutan 
untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ini terjadi 
karena Instalasi Farmasi Kabupaten masih melayani 
kebutuhan obat untuk RSUD. Ini menunjukkan 
Instalasi Farmasi Kabupaten belum mengutamakan 
perencanaan obat belum mengacu pada DOEN. 
Kesesuaian jenis obat dengan DOEN merupakan 

pemanfaatan dana pengadaan obat. 
Terlihat pada Tabel 6 bahwa jenis dan jumlah 

obat yang diterima Instalasi Farmasi Kabupaten 
dari pemasok obat tidak selalu sesuai dengan 
jenis dan jumlah obat yang diminta dalam buku 
kontrak pengadaan barang (77%). Pemasok tidak 
bisa memenuhi obat sesuai dengan buku kontrak 
pengadaan barang disebabkan saat pengadaan obat. 
Ada beberapa obat yang kosong di pasaran sehingga 
pemasok tidak bisa memenuhinya, walaupun 
lead time yang diberikan panitia pengadaan untuk 
pemasok mengadakan obat cukup. Pemasok tidak 
memenuhi semua obat yang sudah disepakati dalam 
buku kontrak atau surat pesanan akan berakibat pada 
tingkat ketersediaan obat di kabupaten. Jika salah 
satu atau beberapa obat tidak dipenuhi, maka akan 
mengakibatkan terganggunya stok obat di Instalasi 
Farmasi Kabupaten dan Unit Pelayanan Kesehatan, 
sehingga  pengobatan sesuai pedoman yang berlaku 
tidak bisa diterapkan.

Tingkat ketersediaan obat menggambarkan 
berapa bulan persediaan obat yang ada di Instalasi 
Farmasi Kabupaten masih rendah (75,75%). Ini 
menunjukkan tingkat ketersediaan obat seluruh 
kabupaten masih di bawah standard. Ketersediaan 
obat merupakan indikasi kesinambungan pelayanan 
obat untuk mendukung pelayanan kesehatan di 
kabupaten. Adanya obat rusak dan kadaluarsa dalam 
pelayanan kesehatan tidak sejalan dengan mutu dan 
keamanan serta efisiensi (7,01%). Obat stagnant 
tanpa pengendalian dan pengawasan mutu akan dapat 
menyebabkan terjadinya obat rusak dan kadaluarsa. 
Kejadian obat rusak, kadaluarsa dan stagnant 
tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 
pengelolaan maupun sistem penunjangnya. Obat 
yang rusak atau kadaluarsa mencerminkan kurang 
baiknya pengelolaan obat. Terjadinya obat rusak atau 
kadaluarsa mencerminkan ketidaktepatan perencanaan 
atau kurang baiknya sistem distribusi, atau kurangnya 
pengamatan mutu dalam penyimpanan obat atau 
perubahan pola penyakit.

Rata-rata waktu kekosongan obat di keempat 

kabupaten sebesar rata-rata sebesar 0,37%. Ini 
menunjukkan seluruh kabupaten memenuhi 
persyaratan. Bila ada obat yang kosong akan 
mempengaruhi layanan kesehatan dan pengobatan 
rasional tidak bisa tercapai. Persentase rata-rata waktu 
kekosongan obat dari obat indikator menggambarkan 
kapasitas sistem pengadaan dan distribusi dalam 
menjamin kesinambungan suplai obat. 

Ketepatan waktu pengiriman LPLPO di kabupaten 
adalah rata-rata sebesar 89,52%. Ketidaktepatan 
pengiriman LPLPO akan berpengaruh terhadap 
proses pembentukan informasi di kabupaten dan 
berpengaruh terhadap pengelolaan obat secara 
langsung. Ketidaktepatan pengiriman LPLPO 
disebabkan oleh akses pengiriman tidak ada atau sulit 
dan harus di bawa sendiri oleh petugas Unit Pelayanan 
Kesehatan. Tidak adanya petugas khusus (minimal 
asisten apoteker) yang membuat LPLPO di Puskesmas 
karena petugas masih sedikit mengakibatkan petugas 
harus merangkap beberapa pekerjaan. LPLPO yang 
merupakan sumber data pengelolaan obat sangat 
penting artinya sebagai bahan informasi pengambilan 
kebijakan obat. Salah satu syarat data yang baik adalah 
tepat waktu. 

Obat yang dikelola oleh Instalasi Farmasi 
Kabupaten didistribusikan secara rutin sesuai rencana 
distribusi keseluruh Unit Pelayanan Kesehatan yang 
ada di wilayah kabupaten setempat. Ketepatan jumlah 
Unit Pelayanan Kesehatan yang dilayani adalah 
rata-rata sebesar 57,68%. Ketidaktepatan waktu 
pendistribusian mencerminkan kurang terpadunya 
perencanaan pengelolaan obat. Kesesuaian waktu 
antara distribusi dan penggunaan obat di unit 
pelayanan sangat penting artinya bagi terlaksananya 
pelayanan kesehatan bermutu. 

Penyimpangan jumlah obat yang didistribusikan 
di kabupaten adalah rata-rata sebesar 17,30%. Hal 
ini disebabkan dalam memenuhi permintaan Unit 
Pelayanan Kesehatan. Instalasi Farmasi Kabupaten 
mempertimbangkan ketersediaan obat di Instalasi 
Farmasi Kabupaten. Kesesuaian jumlah obat yang 
didistribusikan oleh Instalasi Farmasi Kabupaten 
ke Unit Pelayanan Kesehatan sangat penting 
artinya bagi terlaksananya pelayanan kesehatan 
bermutu. Ketidaktepatan jumlah pendistribusian obat 
mencerminkan kurang dipahaminya perhitungan 
penditribusian obat oleh pengelola obat. Obat yang 
didistribusikan seharusnya adalah sebesar stok 
optimum dikurangi dengan sisa stok di Unit Pelayanan 
Kesehatan. Sedang stok optimum sendiri merupakan 
stok kerja selama periode distribusi ditambah stok 
pengaman. Dengan tidak sesuainya pemberian obat 
maka akan mengganggu pelayanan kesehatan di Unit 
Pelayanan Kesehatan.
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SIMPULAN

Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan 
obat yang efektif dan efisien belum terpenuhi di 
Instalasi Farmasi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, 
Mappi dan Asmat disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu dana pengepakan dan pemeliharaan belum 
dianggarkan tersendiri, pendidikan dan pelatihan staf 
belum memenuhi ketentuan, tata kelola pengelolaan 
obat belum dijalankan dan sarana pengelolaan obat 
belum dilengkapi. Berdasarkan hasil penelitian, 
disarankan agar disiapkan pendidikan dan pelatihan 
personel, disediakan anggaran pengepakan dan 
pemeliharaan obat sesuai dengan kebutuhan di 
kabupaten, diperbaiki tata kelola pengelolaan obat, 
dilakukan perencanaan obat selain dengan metode 
konsumsi juga memperhitungkan pola penyakit yang 
ada di wilayah kabupaten, dilakukan penyimpanan 
obat sesuai First In First Out (FIFO) dan First Expire 
Date First Out (FEFO) dan didistribusikan obat 
ke Unit Pelayanan Kesehatan menggunakan stok 
optimum yaitu menjaga jenis dan jumlah obat dalam 
keadaan tetap di Unit Pelayanan Kesehatan. 
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